
GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA MEDIA GUBERNUR PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

SALINAN

a. bahwa dalam rangka peliputan dan publikasi
pelaksanaan tugas-tugas Gubernur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Papua Tengah perlu diangkat
Tenaga Media;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pengangkatan Tenaga Media
Gubernur Papua Tengah;

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20O1 tentang Otonomi
Ktrusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undalg-
Undang Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undalg Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 58), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undan Nomor 1 Tahun 2024 ter,tang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O08 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 69O5);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarr.bahal Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Talrun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
l,embaral Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 673O);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

MEMUTUSKAN

Tenaga Media sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, diberikan Honorarium setiap bulan dengan
besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KETIGA, Tenaga Media dapat diberikan Fasilitasi guna
menunjang pelaksanaan pekerj aan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun
Anggaran2024.
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KEDUA

Mengangkat Tenaga Media Gubernur Papua Tengah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tenaga Media sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU melaksanakan Peliputan seluruh kegiatan
Gubernur Papua Tengah dan mempublikasikan di media
massa maupun elektronik.



KEENAM

-3-
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 8 Januari 2O24

PJ. CUBERNUR PAPUA TENGAH,

cAP/T'rD
RIBKA HALUK

dengan aslinya
BIRO HUKUM,

LALLO, SH
NIP. 1020 200312 2 006

Salinan Keoutusan ini disamoaikan keoada Yth :

l. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutal.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2024
TEI.{TANG
PENGANGKATAN TENAGA MED1A
GUBERNUR PAPUATENGAH

DAFTAR NAMA TENAGA MEDIA

No Nama Honorarium

1 John Roy Purba Rp. 15.OOO.OOO,-

E. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

H
sesuai dengan aslinya

BIRO HUKUM,

*

NI
F LALLO, SH

200312 2 006
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